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TtrRDUGA UN'I'UK'I'ANGGAI' DAITU I<A'I'

Menimbang : a.

DENGAN RAFIMAT TUI-IAN YN N(I MAI-IA I'SA

BUPATI CIAN.JUIR,

bahwa dalam rangka tcrlib ar.lminisl.rasi, kerancaran
pelaksanaan pcmbcrian rian pcnggunaan bcranja tidak
terduga pada belanja ticl:rk langsung yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan bclanjar daerah, perlu
disusun suatu pedoman yang mcncakup pcnganggaran,
pelaksanaan, pciaporan, rian pcnga\vasan belanja tidak
terduga tersebut;

bahwa sebagari tindak lanjuL l)c.at,uran McnLeri Dalam
Negeri Nomor 21 'l'ahurr-r 2ol1 tcnlang pcrubahan Keclua
atas Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pcdoman Pcngckrlaan Kcuangan Daerah,
perlu diatur mengcnai 'l'al-a cara dan pcrtanggungjawaban
Belanja Tidark'l'crduga;

bahwa berdasarkan pcrt.imbangi.-ln sctrngnimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf- b pcrlu rncnclerpkan peraturan
Bupati tcntang 'l'ata Caril Ircmbcrian dan

Mengingat : 1.

Pertanggungjawabarn l3i:lanja'l'idak'l'crduga Untuk Tanggap
Darurat;

Undang-Undang Nt>mr>r 14 'l'ahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrzrh-Dzrcrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi D.jarva I3arat (FlcriL:r Ncgara Tahun
195O Nomor 43) scbagzlimana tclerh diubarh dcngan
Undang-Undang Nornor 4 'l'alrun 1968 tentang
Pembentukan KabupaLcn Punvakerrta dan Kabupaten
Subang dengeLn mcngub;-rh Undang-LJndang Nomor 14
Tahun 1950 tcntang Pcmbcntul<an Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkur-igan I)ropinsi Djawa Barat
(Lembaran Ncgara Rcpublik Incjoncsii_r '['i.r]run 1968 Nomor
31, Tambahan Lcmbaran Ncgara licpurblil< Incir>nesia Nomor
2851);
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C.
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Undang-Undang Nomor 17 'rahun 2oo3 tcntang Keuangan
Negara (Lembaran Ncgara Rcpublik Ind.ncsia'lahun zoos
Nomor 47, Tarnbahan Lcmbarzln Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor a287);

undang-Undang Nom,r 1 'rahun 2oo4 tentang
Perbendaharaan Negara (Le mbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, 'l'ambahan Lembaran.
Negara Republik lndoncsia Nornor a355);

Undang-Undang Nomor l5 'l'zrhun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan'l'anggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Incloncsia Tahun 2oo4
Nomor 66, Tambahan Lcmbarzrn Ncgarzr Rcpublik Indonesia
Nomor aaOQ;

Undang-Undang Nc>m<>r 24 'lahun 2OOT tentang
Penanggulangan Bencana (l,crnbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 66, 'r'ambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsiar Nomor a7 *);
Undang-Undang Nomor 23 'l'ahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lcmba*rr-r Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2o14 N<lmor 244, 'l'ambahan Lembaran
Negara Republik Indonc;sia Nomor 55s7) scbagaimana telah
diubah beberapa kali t.crakhir cicngan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tcnlang pcrut;ahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 'l'ahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lc:mbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'l'arnbahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nornrtr 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor s8 'l':rhun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (t,crnl)erran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nom<>r 140,'l'ambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor aSZB);

Peraturan Pemerintah Nomor 2l'l'ahun 2o0B tentang
Penyelenggaraan Pcnangguiangan lJcncanar (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 42,'l'ambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a828);

Peraturan Pcmerintah Nomor 22 'l'ahun 2009 tentang
Pendanaan dan l)cngcbl,an rlantuan Bencana
(Lembaran Negara 'l'ahurn 2008 N.,or 44 Tambahan
Lembaran Negara Nomor aS30);

Peraturan Pemcrintah Nornor 71 'l'ahun 2oro tentang
Standar Akuntansi Pcrncrintzrh (l,cml)aran Ncgara Tahun
2OIO Nomor 123,'l'aimbahan I.crnbaran Ncgara Nomor
s 156);

Peraturan Mcntcri Dalzrrn Ncgc:ri Nrtrnrtr 13 'l'ahun 2006
tentang Pedoman Pcngclolzl l(cuangrin I)acrah scbagaimana
telah -diubah bebererpa kmli Lcraklrir dcngan peraturan
Menteri Dalam Ncgcri Nomor 21 'l'ahun 2)ll tentang
Perubahan Kedua Atas Pcraturan Mcnt.r:ri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tcnlz_rr-rg l)r:d,man pengelolaan
Keuangan Daerah;

11.
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12. Peraturan Daerah Kabupatcn cianjurr Nomor 02 Tahun
2oo7 tentang Pengclola,n Kcuangan Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur'l'ahun 2OOZ Nomor O2 Seri D);

MtrMU'I'USKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TtrNTANG 't'A't'A CAttA I,trMBBRIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BDLAN.JN TIDN K 'IDI?DUGA UNTUK
TANGGAP DARURAT.

BAI3 I

KtrTBNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksurl rlcngan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Bupati adalah Bupati Cianjur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupal.i scbagai unsur pcnyelenggara
Pemerintahan Daerah yang mcmimpin pr:lal<szrnailn urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan dacrah ot<>n<>rn.

4. Sekretaris Daerah, yang sclanjutnya discbut Sckc,ia adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pcmbanlu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang nrcn.j:ldi kewenangan
Daerah.

6. Keuangan Daerah adalah semuar hak dan kr:wajiban I)zrcrah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah yang dapat riinilai dcngan uang
termasuk di dalamnya segala bcntuk kckayaan yang bcrhubungan dengan
hak dan kewajiban Daerah.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kcscluruh:,rn kcgiaLitn yang meliputi
penyltsunan rencana, pelaksanaan, pcnaLzrlrsahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Kcuangltn I)acnrh.

8. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah yang sr:lar-rjulnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Dacrah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemcrintarh Dacrah r.lan l)lllll), dern ditetapkan
dengan peraturan daerah.

9. Belanja Tidak Terduga adalah bclanja yang silbLnya tidak biasa
dan/atau tidak diharapkan bcrulang scpcrli ponarlggulangan bencana
alam dan bencana sosial yanij f.idak <lipcri<irakan scbelumnya,
termasuk pengembalian atas kclcbihzrn pcnt:rir]raan daerah tahun
tahun sebelumnya yang telah ditutup.

10. Bencana adalah peristiwa yang mcngancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang cliscbabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam rnaupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya kr>rban .jiu,r-r mzlnusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta bcnda dan ri:rrnpal< psil<olr>gis.
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11. Bencana Sosial adalah Bcncana yang diakibatkan olch pcristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibal kan <>lch rrrar r r rsirr yang meliputi
konflik sosial antarkelompok atau :lnLar i<omunit.irs rnasyarakat, dan
teror.

72. Keadaan Darurat adalah mcrupakern sit.uasi a1.zru l<cjardian yang tidak
normal yang terjadi tiba-tiba dan dapat mongganggu kegiatan
komunitas dan perlu segera ditanggulangi.

13. Status Keadaan Darurat Bcncana adalafr srurlu kr:adaan yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka r,val<Lur tcr Lcnl.u atas dasar
rekomendasi lembaga yang dibcri 1.ugas unl uk mcnanggulangi
Bencana yang dimulai sejak status siaga darura1., 1;rnggap darurat, dan
transisi darurat ke pemulihan.

14. Tanggap Darurat Bencana adalah scrangkaian kcplial:rn yang dilakukan
dengan segera pada saat kcjadian Bcncana untul< rncnangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang mcliputi kcgiatan pr:nyclamatan dan
evakuasi korban, harta bcnda, pcn-icnuhan l<r;butuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, pcnyclamitt,irrr, scrLa pemulihan
prasarana dan sarana.

15. Korban Bencana adalah orang atau kclompok orilng vang mcnderita atau
meninggal dunia akibat Bencana.

76. Rehabilitasi adalah perbaikern dan pcmulihan scrnu{,r aspck pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkal yang rncrnar.lai pada wilayah
pascaBencana dengan sasariln utama unLuk norm:llisl.rsi atau berjalannya
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kchirlupi,rn rnasyarakat pada
wilayah pascaBencana.

17. Rekonstruksi adalah pembangunan kcrnbali scmuir pr-rsirrirna dan sarana,
kelembagaan pada wilayah paISCa I3cn{lana, baik perda tingkat
pemerintahan maupun masyarakal dcngi,in s.rsaritn ut.ama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekon<>rnian, sc>si:rl c-lan trudaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitr-rya pcran su't.:r rirasvarakat dalam
segala aspek kehidupan bcrmasyarakat paclr,r u,ilayal'i 1;r-rscal3r.ncana.

18. Masyarakat adalah perseorangern, kckrmpok orar)!l rlan/atau badan
hukum.

19. Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang sclan.julr-r.1,i-r clisingkat PPKD
adalah pimpinan Perangkat Dacrah yanil mcn-yclcnggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengclolaan Al)l3D rlltn br:rtindak sebagai
bendahara umum Daerah.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggareln, yang sclar-rjurlnyu <ii:;ingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan dar-r bclanja ci:tn/ateru pembiayaan
setiap Perangkat Daerah yang digunakan scbagai cl:rsar pelaksanzran
anggaran oleh pengguna anggaran.

21. Rencana Kerja Anggaran yang sclanjuLny:r disingkal lll(A aclalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yilrlg bcrisi I)r()grirln dan kegiatan
Perangkat Daerah scrta anggiiran y:rng dipcrlukan untuk
melaksanakannya.

22. Rencana Kebutuhan Bclanja yanfl disir-igkal ltlil] adalah rencana
kebutuhan belanja untuk kcbutuhan tanggap clarurat Bcncana yang
diajukan oleh Perangkat Daerah tcrkaiL.

23. Rencana Anggaran Biaya/Bclanja yang disingkat ltnl] zrdalah rencana
anggaran biaya yang diperlukan un tu l< pi:la ksz,r na i,r n l<r:gi :t la n .
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24. Bendahara Umum Daerah yang sclanjulnya disingki,rt. 13UD adalah ppKD
yang bertindak dalam kapasitas scbagai bcndaharil umLlm dacrah.

25. Pengguna Anggaran yang sclanjutnya riisingkal l)A aclalah Pimpinan
Perangkat Daerah sebagai pemcgang kcwcnangaln pcnggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugers dan fungsi l)cranql<al Daerah yang
dipimpinnya.

26. Kuasa Pengguna Anggaran, yang sclanjutnya disingkat KPA adalah.
pejabat yang diberi kuasa untuk mclaksanakan scbagian kcwenangan PA
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi l)crangi<at Daerah.

27 . Bendahara Penerimaan adalah pcjabaL I'ur-rgsional l aytarat.Lrr "yanf3 ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, mc:nyct,r>rkan, n]cnalitr-rsahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang I)cnclapaLzrn I)ar:rah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Perangkzrt Dacrah.

28. Bendahara Pengeluaran adalah pcjabat l-ungsional/zrparatur yang
ditunjuk untuk menerima, mcnyimpanT mcn,yt:tr)rl<an, rncnatausahakan,
dan mempertanggungiawabkan uang kcpcrluan l3c:lanjzr Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Pcrangkat. I)acrah.

29. Surat Permintaan Pembayaran, yang sclan.jut-r-rya rlisingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan olch pcjabat yang bcrlarrggungjawab atas
pelaksanaan kegiatan/Bendaherra Pcngcluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

30. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UI) ardalaLi Lrang muka keqa
yang bersifat pengisian kembali yi-lr-rg Lidak 11:ipi,rt clilakukan dengan
pembayaran langsung.

31. Surat Permintaan PembayarErn Uang l)crscrlizriln, yang sclanjutnya
disingkat SPP-UP adalah dokumcn yang diajukarn olch Bendahara
Pengeluaran untuk permintaan uang muka kcrja _yang bcrsifat pengisian
kembali yang tidak dapat dilakukan clcnglrn pi:mtrzrvaran langsung.

32. Ganti Uang Persediaan, yang sr:lanjutnya clisingl<at. (lUl, adalah uang
penggarnti UP yang tidak dapat dilerkukan <lcngan pr:rnbayaran langsung.

33. Surat Permintaan Pembayaran Gzrnti Uang Pcrsi:diaan, )/ang sclanjutnya
disingkat SPP-GU adalah dokumcn yang clia jukzrn olch Bcndahara
Pengeluaran untuk permintaan pcngganli UI) yang Lidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

34. Tambahan Uang Persediaan, yang sclanjr,rl.nya disir-rgkat 'l'UP adalah uang
TUP guna melaksanakan kcgiatan l)r:rangkat I)ar:rah yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan unLul< pcrnt){ryaran lelngsung dan
UP.

35. Surat Permintaan Pembayaran 'l'i-imtrilhan Ullng I)crscdiaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokurncn ]/{rng diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk pcrminLzlan l'UP gunil mclaksanakan
kegiatan Perangkat Daerah yang bcrsilht mcndcsal< dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung rlan Ul).

36. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, ylrng sclanjutnya discbut SPP-
LS adalah dokumen yang diajukan olch lJc:nrjahzrrii l)cngi:luaran untuk
permintaan pembayaran langsung kcpilclz-r pcnyccJi:-r barang/jasa atas
perjanjian kontrak kerja atau surat. pr:rinlah kcr-ja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, pcnr:rima, pr:runt,ukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumcnnya rlisiapkan ok:h l)ivi'I(.
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37. Surat Perintah Membayar, yang sclanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan olch IrA/KPn untuk penerbitan
surat perintah pencairan dana :r1.as bcban pcngcluaran dokumen
pelaksanaan anggaran Perangkat Dacra h.

38. Surat Perintah Pencairan Dana, yang sclanjutnya <liscbul SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pc:ncairan d:rna yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

KRITtrRIA BtrLANJA'II DAK'II'ItI)UCA
Pasal 2

Belanja Tidak Terduga merupakan bclanja ur-rLuk:
a. kegiatan yang sifatnya tidak biersa;
b. kegiatan tidak diharapkan bcrulang; rlan/at.aur
c. pengembalian atas kelcbihan pcncrimaan daerah tahun

sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa scbagairnana rlimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa kegiatan untuk tanggap clitrurat dillam rangka
pencegahan gangguan tcrhad:rp stabilit.lts pcnyclcnggaraan
pemerintahan demi tcrciptanya kcamanitn, kc:t.cntraman dan
ketertiban Masyarakat di Daerzrh.

Kegiatan tidak diharapkan be ruiang scbagzrirnanai dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa kcgii.rtan unt.uk ponalnganan dan
penanggulangan Bencana Alam dan Ilcncana Sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya.

Pengembalian atas kelebihern pcncrimaan l)ac:rah trrhun sebelumnya
yang telah ditutup sebagaimana c.limaksr-rcl parla ay:.rt (1) huruf d
harus didukung dengan bukti yang szrh.

Selain belanja sebagaimana dimaksud paria ayaL (1) tlr:lanja Tidak
Terduga dapat digunakan untuk pcnrlanaan Kcacllraan I)arurat.

Keadaan Darurat sebagaimanar dimaksr-rd par.1a nyat. (5) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai bcrikul:
a. bukan merupakan kegiatan nt>rmal r.lari aktivitirs Pcmcrintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan scbclumnvi,r;
b. tidak diharapkan terjadi sccara bcrulang;
c. berada diluar kendali dan pcngaruh l)cmc:rin1-ah l)acrah; dan
d. memiliki dampak yang signil'ikan tcrhi-r<1ap r:rnggaran dalam

rangka pemulihan yang discbzrbkan olch licaclltan [)arrurat.

BAB III

PTNGGANGGAItN N

Pasal 3

Belanja Tidak 'lerduga dianggarkan pad:-r l)c:rangl<art Daerah yang
menyelenggarakan urusan dibidang Kcuangan Dacrzrh dalzrrn kclompok belanja
tidak langsung pada APBD tahun anggaran bc:rkcnaan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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BAB III
PENGGUNAAN DAN PtrI.AKSANAAN

ParsaLI 4

ff'rX??J3XIJ:tuga sebagaimana dimaksud daram p:rsai 2 dipergunakan
a. Tanggap Darurat Bencana meliputi:

1 penangguianganBencana;
2. Bencana Alam; dan
3. Bencana Sosial.

b.
C.

d.

Keadaan Darurat yang belum tcrscdia anggarannya clalam ApBD;pengembalian atas kelebihan pcnc.ima,i,-, I)acr,h tahun sebelumnyayang telah ditutup; dan
pengembalian penerimaan pendapatan tahun scbr:lumnya yang telahditutup.

Pasal 5

Penggunaan Belanja Tidak 'rercruga untuk Bcranja Kcbutuhan TanggapDarurat Bencana untuk kebutuhan:
a. pencarian dan penyelamatan Korban l3cncana;b. pertolongan darurat;
c. evakuasi Korban Bencana;
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. pangan;
f. sandang;
g. pelayanan kesehatan; dan
h. penampungan serta tempat hunian scmcnlara.
Penggunaan Belanja Tidak terduga unluk kcbutuhan pencarian danpenyelamatan Korban Bencana sebagair,ana dimaksud poa, ayat (1)hurufa dapat berupa:
a' perjalanan dinas daram rangka pcncarian cian pcnycramrrtan korbansesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-urc.rangan;b. honorarium atau uang lerah dara'rn f...,"-o.irr, dan penyelamatankorban;
c. transportasi yang diperlukan orch tim aLau rcgu ponorong yangtergabung dalam pencarian pcncarian rlan pcnyclamatan korbanberupa sewa sa-rana transportasi clarat., air, urrla ra rlanf aLau pembelianbahan bakar minyak, meliputi:

1. transportasi darat antara lain:
a) motor;
h) mobil;
c) truk; dan
d] bus;

2. transportasi air meliputi ]aut aLau sungai, a,Lalra rain:a) Perahu;
b) motor boat; dan
c) kapal;

3. transportasi udara antara lain:
a) helikopter; dan
b) pesawat terbang;

d. Pembelian dan/atau 
""*o pcraral.an pcncarian dan pcnyeramatan,meliputi:

(1)

(2)
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1" peralatan pencarian dan pcnycrama.zrn yan{< .rapat dibeli antara
a) sepatu bot;
b) masker;
c) tali temali;
d) lampu senter;
e) kabel;
0 lampu;
g) senso; dan
h) peralatan pencarian dan pcnyclarn:rtan lainn,ya.2. Peralatan pencarian dan pcnycr,mat,n va,-rr< dapat disewa antaralain:
a) perahu karet;
b) genset; dan
c) alat berat pendukung pcncarian

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Licjak
alat transportasi.

ra ngka pcrlolong:rn darurat.
I(rtrban licncana scbagaimana

da n pcn,yclamatern lainnya.
riipcrkcnanl<an untuk membeli

(s)

(4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pcrl..l,ngan clarurat Bencanasebagaimana 
.dimaksud pada oyrl 

1 1 ) hurur'b auprt'ir,,rrp*a' sewa peralatan darurat termasuk alal trz-lnsportasi daiurat darat, lautdan udara;
b. pengadaan atau sewa peralata, dan f a.^u b:_rhan scrta jasa yangdiperlukan untuk pembersihan puing, r.ngs.r, p".torto., tanggur,serta perbaikan atau pengadaan rinLis,r,-, ja-ian,' jcmbatan, dermaga,helipad darurat dan peralatan lainnya .yang bcrsifzrt sementara dantidak permanen; dan
c. pergerakan tim tanggap darurat dalarn
Belanja Tidak Terduga untuk cvakuasi
dimaksud pada ayat (1) hurut c mclipuli:
a' se\/a sarana transportasi darat, air, udaril, dan/aLaur pcmbclian bahanbakar minyak yang diperrukan untuk mcn.lrng k.rban yang perludipindahkan ke tempat yang lcbih arnan; rlanb' pengadaan alat dan bahan- cvakur"i, yr,-,g rncripr_r1.i kanLong mayat,tandu, tali temali, sarung tangan .,,Jrri, bot, {irrrnarin, peralatan danbahan evakuasi lainnya.

(6) Belanja Tidak Terduga untuk kcbutuh,n air br:rsih dan sanitasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruIci digun:rkan untuk:a' pengadaan air bersih, baik pi:ngarlaan air t,,."rn di rokasiBencana maupun mcndatangkan dari'iu:i r;b. perbaikan kualitas sumbcr air b.rsih di r.kasi Ilcnr:ana;c. pengadaan atau perbaikan s:rnilasi, bcrupa:1' perbaikan atau pembuatan saluran air buangan untuk mandicuci kakus dan drainase lingkungan;
2" pengadaan mandi cuci kakus ,lrii.rt.
3. pengadaan tempat sampah; dan
4. upah un-tuk tenaga kcbcrsihan lingkungztn.

d. alat dan bahan pembuatan air birrsi.h,- bcrupi.r pcraratan yangdiperlukan dalam penyediaan zlir bcrsih c_izrn sanitrri; ar,",e' transportasi, berupa sewa sararna Lransport-asi claraL, air, udara, danatau pemberian BBM untuk pcngirimr-rn air bcrsih, pengirimanperalatan dan bahan yang ciipcilurkern .dalarn pcnycdiaan airbersih, dan peralatan sanita.si kc l.kasi pc,ampr_I,g,,,r.
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(7) Belanja Tidak Terduga untuk kcbutuhan p.rngan scb,g,imana dimaksudpada ayat (i) huruf e digunakan untuk:a' pengadaan pangan, berupa makanzrn siap saji dan penyediaanbahan makanan;
b' pengadaan dapur umum,. bcrupa ciapur rapangarn siap pakai, alatdan bahan pembuatan dapur' ,-,r- scpcrti batur bata, semen,tenda, dan -perlengkapan dapur umLrm lrinnya, termasukdidalamnya adarah pengadaan pcrrcngkapan r,rk,;;'darurat;c' bantuan uang lauk pauk bagi ku?brr-, *cncana yang tempattinggainya rusak berat selama clalarn slz-r1us kcadaan daruratBencana; dan

distribusi bantuan pangan, bcrupa sewa saranaair, udara, dan atau pcrnb<:lian bahan bakar

(8) Belanja Tidak Terduga untuk kcbutuhan snn<-lang scbrgaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f digunakan untuk:
a' pengadaan sandang, beruper pakaian urrlLrrn dcwasa dan anak,
_ perlengkapan sandang bayi;
b. keperluan tidur, dan perrc:ngkapan khusus n,:rni.a rlcwasa; danc' transportasi untuk distribusi banLui-rn sanrl:r'rg, berupa sewasarana transportasi darat, air, udara, dan at.eru pcmberian bahanbakar minyak.

(9) Belanja Tidak 'lerduga untuk kcbutuhan p.lir1,,anan kesehatansebagaimana dimaksud pada aya r ( 1 ) h u rur I- g,r i g,,, ;:, il; ;;,";';r Luk :a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;b' pengadaan peralatan kcbcrsihan'turr"n scpcrli silblrn, shampo, sikatgigi, pasta gigi dan sejenisnya;
c. pengadaan alat kesehatan;
d. biaya perawatan korban;
e. pengadaan vaksin;
f' pengadaan alat dan bahan untuk pcngcnrlalian vckror pcnyakit; dang' transportasi untuk distribusi banl urar-r r>bat otraran bcrupa sewasarana transportasi darat, air, uclara, cizln atz,ru 1rr:rlbclian uBM.

(10) Belanja Tidak Terduga untuk kcbutuha, pcn.lrrpr-rns.ir) scrta tempathunian sementara sebagerimarna climak*uci ;jJr;'-,rrr1- (1) huruf hdigunakan untuk:
perlengkapan ticlur, dan s:tr.:tna penerangan

b. alat dan bahan, berupa pcraratan <ran L;lrhr,lr-r y;lng diperlukanuntuk pembuatan tempat pcnnrnpung,n cinr-r tcmpat huniansementara, sep_erti alat pcrtukangor, .,,.1,,.hana,c. transportasi dalam rangka dislribusi pcrar:ir:rn L.rntuk pengadaanpenampungan serta tempat hunian sorr].ntzrr-i-I, bcrupa sewasarana transportasi darat, air, urlara, danfarlru pcmbelian BBMbahan bakar minyak; dan
d' bantuan sewa atau kontrak rurnah at.au hunirrr-r scmcntara bagipengungsi.

d. transportasi untuk
transportasi darat,
minyak.

a. pengadaan tenda,
lapangan;

Pasal 6

(1) Penanggulangan Bencana, Bencana
sebagaimana dimaksud dalarm pasitl
mekanisme sebagai berikut:

Alarn clan l3cncana Sosial
4 I'rurul' a clilakukarn dengan
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a' Bupati menetapkan status darur:rt. Ilcncana rrr:,iur kcjaciizrn Iuar biasadengan membuat Surat pernyal.aan dzrr-r K.putusan i3upati tentang_ penetapan tanggap darurat; danb. Setelah penetapan st.tu" Kcacraan r)arurat Ili:ncana oleh Bupati,kepala perangkat Daerah yr:lng rncnvclr:nggilrakan urusanpemerintahan di bidang penanggurangan Ilc:nc.,i,r rncngajukan RKBTanggap Darurat Bencana kcpar,a I)r)Kr) scral<u Ilt.J,.
(2) RKB Tanggap Darurat Bcncan:r

huruf b dapat disusun berdasarkan
a. cakupan lokasi Bencana.
b. jumlah Korban Be.rca.roj

scbag:rirnan:t clinral<sucl pada ayat (1j
idcnLif ikasi Lcrhltcla o:

c. kerusakan prasarana dan sarrana; clarrd' gangguan terhadap fungsi pclavanar) rrrnLrrri s.i-r:r pcmcrintahan.
(3) RKB Tanggap Darurat Bcncana scbagairn,,i,r dir,zrl<sucl pada ayat (2)dapat berupa kebutuhan bclanja unt.uk rnobirislrsi tc:naga medis danobat-obatan, pemenuhan kebutuhan rj:rsar a1,au I<.tr:rsediaan barang,logistik atau sandang dan pangan, pcncarii-r, r-l:r, 1;r:n.velamatan KorbanBencana, pertolongan darurat, cvakuasi ro,,,.rrr,,' i;,;ri,;,_r,,,, kebutuhanair bersih dan sanitasi, pcrayanan kcs.hirtar, fr,,,:rrtino. dengansegera prasarana dan sarana vital, ficnilrripr.lnglrn, Lcmpat huniansementara serta biaya operasionai tanggz_lp Ilcnr:ana.
(4) Dalam hal RKB 

- 
Tanggap DarruraL IJcnc,rrir sr:tr,gai,rrrr.ra ciimaksud padaayat (2) telah selesai disusun, BupaLi nrr;nct.aplian l<<rputusan tentangpersetujuan penggunaan atau aloka si I.3cra n.i i_r 

.t.iri 
rr r< 

.r.c 
r rl', ga.

(5) PPKD selaku BUD mencairkan clan:: 'l',rgg:ri; I),rrr-:rr lrcnc,na kepadapimpinan perangkat Dae rah yang rncn-1zsl1;;rggarakan urusanpemerintahan di bidang qgnanggul*ng.rn ll.ncz_rr-*r pr'irng lama 1 (satu)hari kerja terhitung sejat dite.imiry, rf r<B

(6) PPKD selaku BUD mencairkan dana Langgrp rliirur-ril r3cncana yangdilakukan dengan mekanismc SI)M-r,s d:r.r rrir;r,rahkan kepadabendahara pengeluaran pcrangkat I)ilcr.ah .i/ilr)g incnyc:lenggarakanurusan pemerintahan di bidang pcnangg,r:rngi.rn r rc:rrc;r.r:.r.
(7) Penggunaan dT." Tanggap Darural lirncan2 6i<:i.rt:.rr pada Buku KasUmum tersendiri oleh Bclndahara I).ngcrr:rran paci:r -yang perangkatDaerah yang menyelenggarakan ,.,-,"rn pcrnr:rin tahan di bidangpenanggulangan Bencana.
(8) Pimpinan Perangkat Dacrah y{rnsl rrir:r-r.\,r)rr-r-rqq,rakan urusanpemerintahan di bidang pcnirnggutrng,,', ljur.r.nrr:,r 

'i;crtanggung 
jawabsecara fisik dan keuangan terhaJap p,,i,gg.,,,,r.ri.r dirnri .r.a,ggap DaruratBencana yang dikelolanya.

(9) Batas waktu penggunaan Belanja Ticlak 'l\:rr1ug, irrrlir saa1. Status DaruratBencana dimulai pada saat tanggap danr'a1 <iit<:ra1rk:-rn oleh Bupatimelalui surat pernyataan tanggap rlirural sarnl;lri rii:ngan l<ctctapan tahaptanggap darurat selesai.

(10) Jangka waktu tanggap darurat bcragarn scsr_rr.li cir:n1.,_an bcserr kecilnyaskala Bencana dan lamanya ditctapk:rn l-lcrdlrs:-rr-l<:rn ka-jian cepat olehPerangkat Daerah yang mcnyelcngg:rr:rkan ur-r_rsi_ln pcmerintahan dibidang penanggulangan Bcncana tri:rsarna rlci-rs:rn lrcr;rngkaL Daerahterkait sesuai dengan kebutuhan.
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pasal 7

untuk Keadaan 
.l):_irur,t, s.bagi_rint:rrt, climaksud padatermasuk bclanja un1uk i.c1;c11ua,r ,rr.rd""ut yang

a' program dan kegiatan pclaya.lrn r.1,si,rr N4asyarakat yanganggarannya belum tersedia dalam L:rhun finggaran bcrjaran; danb' keperluan mendesak rainnya tr.,; :rprbira ditunda akanmenimbulkan kerugian yang lcbih b,,",-,. bagi I)crncrintah Daerahdan Masyarakat.

Keperluan mendesak sebagaimana crir,,ksud p:-r<la a.yat (1) huruf adiantaranya:
a. perbaikan sekolah yang terkcna Ijcncana, r.lanb' perbaikan fasilitai *r- sepcrli jar:rn, jc:r,batar, irigasi, gedungpemerintah yang rusak akibat lJr:nclnt.r a'larrr
Keperluan mendesak sebagaimana r-ri,ar<sud p'cra :.ryat (1) huruf bmeliputi pelaksanaan putusan pcngaclilan ur.tuk pc:rl<arar perdata yangharus dibayar dalam tahun anggaran trcrr<c,:.i{rn, y:rng apabila tidakg:1;.::h;.T;;i;il1,.n menimbuikan r.,,..,gi,,, yans rcnin besar bagi

Keperluan mendesak sebagaimana dimilksud parJar lr.yaL (1) dilakukandengan mekanisme sebagai bcrikut:
a. Perangkat Daerah yang mcnycrcnggaral<:rn ur.usuln pcmerintahan dibidang penanggulan[an Bcncana rncnrajuk,n permohonanpersetujuan penggunaan anggaran I3cra,..ia,r.irral<,r.erduga kepadaBupati dengan..disertai kajian tcnlring kritcria kcpcrluan mendesaksebagaimana dimaksud ditam ayal (l);b' berdasarkan permohonan c,rari pcr:rngl<rrt Dacrah yangmenyelenggarakan urus,.n pcrncrinlaha, di tricrang pcnangguranganBencana, Bupati menctapkan k.;rul usan tr:n1.ilng persetujuanpenggunaan f aLokasi Belanja .l.id 

a k .l.crrl 
u ga ; cl a nc. Perangkat Daerah yang mcnycicnggo.rLo, urus.rn pcmcrintahan cribidang penanggulangan Bcnc:rna fr,rt,rr,gg,rng j:irvi,iir sccara materialdan fungsional atas kelengkerpan pcrs.yara.an pcmbcrian Bclanja TidakTerduga.

Pasal 8

(1) Pengajuan Belanja Tidak Torduga mr:lalui pcrgt:scr,, anggaran untukmembiayai kegiatan Rehabilitasi clan llt;l<onst.rurl<si dirn/atau keperluanmendesak sebagaimana dimaksucj clalam I):lsal 7 a.r,21t (1) hzrrus dilampiriproposal serta RAB yang tclah clihilu,g .lch lr,,,:r,-,g).,11 oaerah teknisterkait.
(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada :ryal (r ) r,emuat kajianmenyeluruh keadaan darurat dan/alau kcpcrlua, i,-,,,.,,1,,sak yang akandan sedang terjadi beserta darmpak sisl<:rnik -y,ng r_iitimburkan.
(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dirrraksurrl par,lrr ayat(1) diajukan olehPerangkat kepada Bupati untuk riilcliti <;lch Lirn anggzrran pemerintahdaerah.

(4) Hasil penelitian yang telah disetujui Lir, zrngg{.rrrr' pcrrrcrintah daerahditindaklanjuti dengan pergescran ,nggar,n r,c:lz-rlui perubahanPeraturan Bupati tentang penfabaran ntrtiD.

(1)

(2)

Kriteria belanja
Pasal 4 huruf b
mencakup:

(3)

(4)
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Pasarl 9

(1) Pengembalian atas kelebihan pcncrim,n r)acrah 1:-rhun seberumnya
Ii:f,"fff3",#Tli sebagaima'na clirnaksuci <.lal:im .oror 4 huruf c,
a. terdapat pembayaran

wajib retribusi yang
- retribusi yang terutang
b. terdapat kesalahan

mengakibatkan p{ak
lebih besar daripada
atau dipungut;

pa.iak atau rct,ribursi ok:h it,ajib pajak ataubukan mcrupakzrn objck pallk oto, .bj;k
pemot<tngan itLau pt:mungutan yangatau rctribusi yang dipolong zrtau dipunguTpajak atau rcLritlrrsi yang 

",,l,r.usnya dipotong
c' terdapat kcsalahan pemotongarn ,r.nu pcr,LrnsLrlan yang bukanmerupakan objek pajak atau objck n;tribursi; zrtaurd. perubahan peraturan.

(2) Mekanisme penggunaan Bclanja 'l'iclatr< 'r'cr<lug.r urlluk pcngembalianatas kelebihan penerimaan Dacrzlh lahun scbciurnnya yang telahditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) a<lararr sctrzrg3i Lr<;rikut:a' Perangkat Daerah yang melaksanzrkan Lrrllsiln pcrnr:r-inLahan di bidangpengelola pendapatan melakukan vcrifil<asi at.z-rs ki,bc.rara, klaimyang diajukan pemohon atas kclcbih:.r, pcncrirna.rn Daerah tahunsebelumnya yang telah ditutup;
b' atas dasar hasil verifikasi tcrscbut, I)cranqi<:rL Daerah yangmelaksanakan uruSan pcmerintahan cii tridr-rng p,,,,g"iuto pendapatanmenerbit\* surat keputusan pajak al.aLr suml i<r:pulusan retribusiDaerah iebih bayar;
c. atas dasar surat kcputusan pa.iak atas rclrirrusi lcbih bayar,Perangkat Daerah yang melaksanaka,i Lrrusan pcrnc:rintahan di bidangpengelola pendapatan mclakukan mcnga.irl<:ln pe rmohonanpersetujuan penggunaan Bcrernja'r'idar< .r.crr.iurg:_i 

r<t:1.rr11a Rupati;d' PPKD selaku bendahara umurn l)ai:ra]-i r,cnga-jril<,, notar pencairandengan dilampiri:
1. keputusan Bupati

Tidak Terduga;
tcntang 1tr:rsclujuan pcng!:,,unaan Belanja

2. surat keputusan pajak aLau rcl.rilrusi I)ar:rzrh lebih bayardan/atau bukti yang s,h Lcrkait rlcnga, pcngembaliankelebihan penerimaan Dacrah t.ah., s.bcrrmnya yerng telahditutup;
3' nomor rekening bank atas ni,ur)r,l Pr:rnohor-r l<iriirn scbagaimanadimaksud huruf a di atas;
4' berita acara serah tcrima uang bcrrna.r:r.i r:r.rI<ur'; rlan5' kwitansi bermaterai cukup, yanij clilarndal.:rn!l:r,-ri'otcn penerima,lunas dibayar oleh Bcnclahara'l',:,-,g,,luaran l)l)l(D dan setujudibayar oleh pengguna Anggarar-r.

e. berdasarkan nota pencairin trcscrla lerrnpiriii,rnva, bendaharapengeluaran PPKD mengajukan sur:it llcr"rninlirrrr-r pembayaranlangsung dengan pembctanan pacrir rcr<r:rinr,; r:erafa TidakTerduga, untuk selanjutnya clitcrbiti.an SI)M olt:i-r })t:ngguna Anggarandan SP2D oleh kuasa BUD; clan
f' Pencairan sP2D -dilakukan mclalr-ri r)r'osos ;;crninrl:rhbukuan dariRKUD ke rekening pemohon klzlirn
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pasal I O

Pengembalian penerimaan pcncJapi-rtan .arrun si:t,.r:rLr,',,nya yang telah
$lt:Hi"sebagaimana 

dimai<sud rrararn r)asar e r.,u"ur i dilrkrk^,
a. penyitaan a.tau upaya hukum iain unlur< r<cp<:r.rii,gzrn pembuktian
. da-lam penyidikan, penuntutan clan pcradiran;b' pelaksanaan tindaklanjut hasil .,,k,,r.,,,,-,,ir"i diiri instansi atauiembaga pengawas atau pemcriksa; at.:,rurc. pelaksanaan peraturan perunrlang:rr,1,.,r,g,,,r.
Mekanisme penggunaan Bclanja'l'iclak'l'crriugzr urrt.uk pcngembalianpenerimaan pendapatan tahun scbcrurnnya .yilng terah ditutupsebagaimana dimaksud ay:rt (1) aclarar-r s<:bagiri bcrir<r.rr:a' pihak lain yang terkaiL dan tr,,.,,,l,qt.ar I)rrur;rr.r yelng terkaitmengajukan permohonan pcrsi:Lr-r-juan ;r,,,,gg,,,r,,,r,,, ijrj,iggaran BeranjaTidak Terduga kepada euprii ,.l,,,-,gr[' r.ris.r-r:ii dengan suratrekomendasi atau surat p.rinLah r'r,,,,,, sr-rr-.1 pcnetapan daripengadilan atau instansi bcrwcnang; rianb' berdasarkan permohonan dari 'l;,,.,r.,g1,,r1. 

I)acrrrir tcrkarit, Bupatimenetapkan keputusan tcnt.ang 
'.rscLr_r.i*.-., 

pcnge mbalianpenerimaan pendapatan.

BAI3 IV

PELAPORAN DAN PtrR'I'AN(]( iUN(I.JN WAI]AI\
Pasal I 1

(1) Pelaporan dan pertanggungjawaba, at.,s lx)nggLiiririir.r dana tanggapdarurat Bencana disampnikan oich pirriPiri,iri'll.,,,rql<at Daerah yangmenyelenggarakan urusan pcmcrintahan r.li trirlirnri pcnanggulanganBencana kepada PPKD dengan rnr:lilmpirl<an rrul.ti'pringeluaran yangsah dan rengkap atau surat p*nyrrirrrrr r;ir)qr,,.rrigrrru;rir rrt.ranja.
(2) Dalam hat Keadaan Darurat tcqjac-1i s<:ri:lz,rh ciit.rirlri<iinnyar perubahanAPBD sebagaimana dimaksud pacla pils.il llJ iry:rt (l), Ircl,icrintah Daerahdapat melakukan pengeluaran yang trclur, t.rsr:rlirr iilrggarannya, danpengeluaran tersebut disampaikan clala nr la pora n rcil I i sr r si anggaran.
(3) Dasar pengeiuaran untuk kcgialarn scbagairrrirni.i rliinrrl<sucl perda ayat (2)diformulasikan terlebih dahtlu rlal:rrn Iil(r^r l)t:rirrrr_si<:ii l)acrerh untukdijadikan dasar pengesahan.DPA I)r:ra,gkrrr I)ar:r.rir .it.lr ppKD setelahmemperoleh persetuj uan Sekda.
(4) Pelaporan dan- pertanggungjawablln lrt.i.rs ponggLu rr:,ur I3clanja TidakTerduga untuk pengcmbalian aLr-rs l<clcirihrrl l;r:.c:rimalan daerahtahun sebelumnya yang tclah ditr-rLur1; r.lilai<ul<i.rn oich sKpKD selakuPPKD.

(5) Pelaporan dan pertanggungjarvablrn irras i)lrlgtlLririliip l3clernja TidakTerduga untuk belanja keperluan rncrrrlc:srrl< rjilal<rrl."ru; olch perangkat
Daerah terkait sesuai dengan mckanisrnc pr:ngcloliu,r'r i(curzrngan Daerah.

(1)

(2)
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Pasail 12

Pelaporan dan pe_rtanggungjawaban olch I)cr:ir.rgl<aldimaksud dalam.. pasaf t1 lyat (l), a.yar (4) dan
\3na"aa Bupati paling rambat s ltigal bulan s,:1,,j,,h ir:rrri.iditerima"

l)rrcrah scbagaimana
;ri';il (5) disampaikan
I 3r: lr.i r rja'lidak Terduga

(1)

(2)

BAB V
PtrNGAWASAN, MONI..OIiIN(] I)AN I,VN i,L-JN SI

pasal lll
Pengawasan atas pelaksanaan bclanja tiriitl< tcr-r-luqa dilakukan olehPerangkat Daerah I"tg menyclcnggLrr,-r1.,-rn urLrsiin pcmcrintahan dibidang pengawasan dan pemeriksaan cli l)acrar-r.
Dalam rangka efektivitas dan akuntzrbilitas ilcrgzrngr{.rran, pelaksanaandan pertanggung j_awaban penga\vitsan ,-,,,-,. f k:la'r:r.i:.r Tid;k Terduga,Pemerintah Daerah dapat bckcrjnsarnr.r crr:ng:rn I)crangkat DaerahProvinsi Jawa Barat yang mcnyclcnggur-al<ir. r-rrl.rsrir-l pcmcrintahan dibidang pengawasan keuar["., dan pc,rii):]nglr nrrn.
Monitoring dan evaluasi atais pciaksanaan Ii;lrrnjii'l.idak Terdugadilakukan perangkat Daerah yang ,lrx,n.y,:r,,,ggarakan urusanpemerintahan di bidang penanggulangan'l 1.,.,,,,, r,,r.

(4) Hasil pengawasan, monitoring dan c'aluirsi s('l)rrijr,lirnana dimaksudpada ayat (1), ayat (2) dan ayat [s; disampi.rikirr-r kc,r,ir1a I]upati.

(s)

BAI] VI

KtrTtrNTUAN I'I,N U'I'U I'
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padzr tanggar diLrnr,rn.g,i<an.Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcririiahl<irrr p,,,,o,,,-r,.lrrgo. peraturanBupati ini dengan penempatannya clalarn l3critzr l):rcrah l(iii;Lrpalcn cianjur.

I)ilr:l:rpi<an <li Cilrnjur
parla titrrgg:ti :26 Scptcmber 20lg
I]LJ I)N'I'i CIA}J.] iJ It.

ltrl

I IIVN N IIIVAI'Ji) M UCI-I'I AR
di Cianjur
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